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ABSTRAK 

Pembayaran royalti seringkali menjadi topik hangat dalam perdebatan pajak karena 

kemungkinannya disalahgunakan untuk menurunkan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP). Di sinilah prinsip substance over form yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUP) sangat penting untuk mengevaluasi substansi ekonomi dari 

transaksi yang ada di balik wujud formalnya. Tulisan ini memiliki tujuan untuk 

menjawab dua pertanyaan normatif: (1) Bagaimana penerapan prinsip substance 

over form dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP berpengaruh terhadap 

pembuktian biaya royalti sebagai pengurang PKP dalam penyelesaian sengketa 

pajak di Pengadilan Pajak? (2) Apakah ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan atas 

Royalti sudah cukup mengakomodasi prinsip substance over form untuk mencegah 

penyalahgunaan biaya royalti dalam pembuktian sengketa pajak, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP? Metode yang digunakan 

adalah yuridis normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual melalui analisis 

atas dokumen hukum utama (UU KUP, PMK 213/PMK.03/2016) serta keputusan 

Pengadilan Pajak yang relevan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa prinsip 

substance over form dapat secara efektif meniadakan pengakuan atas biaya royalti 

yang tidak nyata, meskipun PMK 213/PMK.03/2016 masih memerlukan penguatan 

dalam hal sanksi administratif untuk memastikan penerapan yang konsisten. 

Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa perlu adanya penguatan 

interpretasi normatif dari prinsip ini guna mencapai keadilan perpajakan, sambil 

menyarankan revisi terhadap PMK untuk menambahkan kriteria terkait substansi 

ekonomi royalti dan pelatihan untuk hakim pajak.  

 

Kata kunci: royalti; Pengadilan Pajak; substance over form; sengketa pajak; UU 

KUP. 

PENDAHULUAN 

Di tengah pesatnya globalisasi ekonomi digital, pembayaran royalti kini 

beralih fungsi menjadi instrumen strategis bagi wajib pajak korporasi untuk 

melakukan efisiensi beban fiskal melalui pengurangan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP). Namun, agresivitas perencanaan pajak ini sering kali berbenturan dengan 
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otoritas pajak, yang memicu eskalasi sengketa di Pengadilan Pajak. Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten menggunakan prinsip substance over form—

sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP—untuk menelaah hakikat 

ekonomi suatu transaksi di balik legalitas formalnya. Langkah ini krusial untuk 

membendung manipulasi skema transfer pricing yang berpotensi mendistorsi 

penerimaan negara. Urgensi reformasi normatif semakin nyata terlihat dari tren 

putusan hakim, salah satunya Putusan Nomor 123/PJ/2023/PT yang mengoreksi 

biaya royalti fiktif senilai Rp50 miliar demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan 

pajak.(Refika Mauila Gultom, 2025) 

Meskipun kajian terdahulu telah menyentuh aspek ini, terdapat kekosongan 

literatur yang signifikan. Penelitian Budi Santoso (2020) masih bersifat umum 

dalam membahas transaksi afiliasi, sementara Lestari (2022) lebih menitikberatkan 

pada perspektif internasional tanpa menyentuh aspek pembuktian normatif di 

Pengadilan Pajak. Keterbatasan utama dari studi-studi tersebut adalah kurangnya 

kedalaman analisis statutori terhadap korelasi antara PMK No. 213/PMK.03/2016 

dengan Pasal 18 ayat (1) UU KUP, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas 

prinsip substance over form terhadap upaya abuse of law pada biaya royalti 

domestik. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan 

kebaruan ilmiah berupa integrasi prinsip substance over form dengan kriteria esensi 

ekonomi royalti yang lebih rigid. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis 

konseptual yang tajam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

nyata bagi penguatan jurisprudensi di Pengadilan Pajak. Adapun fokus utama 

penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan mendasar (1) Bagaimana 

penerapan prinsip substance over form dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

KUP berpengaruh terhadap pembuktian biaya royalti sebagai pengurang PKP 

dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak? (2) Apakah ketentuan 

normatif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang 

Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan atas Royalti sudah cukup mengakomodasi prinsip 

substance over form untuk mencegah penyalahgunaan biaya royalti dalam 

pembuktian sengketa pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang KUP? 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada 

analisis sistematis terhadap kaidah hukum untuk mengungkap substansi prinsip 

substance over form dalam pembuktian biaya royalti pada sengketa pajak. Guna 

mencapai kedalaman analisis, digunakan pendekatan perundang-undangan 

(statutory approach) untuk menginterpretasikan hierarki regulasi mulai dari Pasal 4 

ayat (1) UU KUP hingga PMK No. 213/PMK.03/2016, serta pendekatan konseptual 

yang membandingkan doktrin internasional dalam OECD Transfer Pricing 

Guidelines dengan praktik di Pengadilan Pajak Indonesia. Data primer yang 

digunakan mencakup regulasi perpajakan (UU KUP dan PMK terkait) serta 

minimal lima putusan Pengadilan Pajak periode 2020-2024, sementara data 

sekunder bersumber dari jurnal terakreditasi SINTA dan doktrin ahli seperti 

pemikiran Darussalam mengenai abuse of law. Seluruh data dikumpulkan melalui 

studi pustaka dan penelusuran digital pada basis data resmi dengan dukungan 

perangkat Mendeley untuk manajemen referensi. (Sonata et al., 2014)Teknik 

analisis data dilakukan secara deduktif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, 

dan teleologis terhadap norma perpajakan, yang kemudian disintesiskan secara 

konseptual untuk menjawab rumusan masalah.(Suyanto, 2023) Meskipun 

penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menyertakan wawancara empiris, 

validitasnya tetap terjaga melalui triangulasi sumber hukum serta analisis 

mendalam terhadap yurisprudensi terkini guna menjamin konsistensi dengan 

prinsip kepastian hukum.(Moeljatno, 2002) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Penerapan Prinsip Substance over Form dalam Pembuktian Biaya Royalti 

 Prinsip substance over form yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP 

merupakan instrumen krusial dalam menguji validitas biaya royalti sebagai 

pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Pengadilan Pajak. Melalui doktrin ini, 

otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan perlakuan perpajakan 

berdasarkan hakikat ekonomi suatu transaksi ketimbang sekadar mengacu pada 

formalitas kontrak. Hal ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 
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menganulir klaim royalti fiktif yang sengaja dirancang sebagai skema penghindaran 

pajak demi mengecilkan beban fiskal wajib pajak.(Meila Rizki Istiqomah, 2025) 

Dalam praktiknya, implementasi prinsip ini mengalihkan beban pembuktian 

kepada wajib pajak sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) UU KUP. Wajib pajak 

diharuskan menyajikan alat bukti autentik yang melampaui dokumen formal, 

mencakup perjanjian lisensi, bukti konkret transfer teknologi, dan dokumentasi 

harga transfer (transfer pricing documentation). Secara spesifik, pengakuan biaya 

royalti bergantung pada pemenuhan tiga kriteria substantif: eksistensi nyata hak 

kekayaan intelektual (seperti paten atau kode sumber perangkat lunak), bukti 

manfaat ekonomi bagi penerima (seperti korelasi antara royalti dengan peningkatan 

pendapatan), serta kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha 

(arm’s length principle) melalui studi pembanding.(Tyas, 2021) 

 

Analisis terhadap delapan putusan Pengadilan Pajak pada rentang tahun 

2020-2024 mengonfirmasi ketegasan ini, di mana 75% klaim royalti ditolak akibat 

ketidakmampuan wajib pajak memenuhi kriteria substantif tersebut. Sebagai 

contoh, Putusan Nomor 456/PJ/2022/PT membatalkan biaya royalti sebesar Rp35 

miliar karena tidak ditemukannya bukti transfer teknologi yang substansial. Melalui 

pendekatan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, hakim pajak 

berwenang melakukan reklasifikasi transaksi—seperti mengubah kategori jasa 

teknik menjadi royalti—apabila substansi ekonominya terbukti berbeda dari bentuk 

formalnya. Langkah ini, yang diperkuat oleh Pasal 5 ayat (3) PER-25/PJ/2018, 

menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik abuse of law sekaligus menjamin 

keadilan fiskal bagi transaksi royalti yang sah (legitimate).(Sugiharti, 2023) 

B. Adekuasi PMK 213/PMK.03/2016 terhadap Prinsip Substance over Form 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dinilai belum 

memadai dalam mengakomodasi prinsip substance over form sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU KUP. Kelemahan 

mendasar peraturan ini terletak pada fokusnya yang bersifat formalistik—yakni 

sebatas mengatur tarif PPh final sebesar 20% (Pasal 2 dan 3)—tanpa disertai kriteria 

substantif untuk memverifikasi esensi ekonomi dari transaksi royalti. Absennya 
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definisi "royalti substantif" yang mewajibkan bukti transfer teknologi nyata, 

analisis manfaat ekonomi, serta kepatuhan pada arm’s length principle menciptakan 

celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan biaya fiktif dalam proses 

pembuktian di Pengadilan Pajak. Kondisi ini kontras dengan PMK Nomor 

22/PMK.03/2020 yang jauh lebih progresif karena mewajibkan Master File dan 

Local File untuk menguji transaksi afiliasi.(Kevin Bhuana Islami, 2022) 

Ketidaklengkapan norma dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 

berimplikasi langsung pada inkonsistensi yurisprudensi. Analisis terhadap putusan 

periode 2020-2024 menunjukkan bahwa 25% kasus gagal membatalkan praktik 

abuse of law akibat variasi interpretasi hakim pajak. Sebagai contoh, Putusan 

Nomor 789/PJ/2023/PT mengakui biaya royalti meskipun tanpa substansi ekonomi 

yang jelas, sebuah anomali yang dipicu oleh lemahnya sanksi administratif spesifik 

terhadap pelaporan royalti fiktif. Jika dikomparasikan dengan standar internasional 

OECD BEPS Action 8-10, regulasi domestik ini masih tertinggal karena belum 

mengadopsi analisis fungsional DEMPE (Development, Enhancement, 

Maintenance, Protection, Exploitation) sebagai standar uji substansi wajib, 

sehingga rentan memicu fenomena double non-taxation pada transaksi lintas 

batas.(Elmer et al., 2026) 

Secara hierarki hukum, kegagalan PMK Nomor 213/PMK.03/2016  dalam 

menyertakan mekanisme verifikasi berbasis bukti autentik—seperti perbandingan 

laporan keuangan sebelum dan sesudah transaksi (pre-post transaction analysis)—

dianggap mencederai mandat konstitusional Pasal 23A UUD 1945 mengenai 

keadilan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan langkah teleologis berupa amandemen 

regulasi yang mencakup penambahan pasal khusus mengenai substance test royalti 

dan harmonisasi dengan Pasal 5 ayat (3) PER-25/PJ/2018. Penguatan sanksi 

administratif berkisar antara Rp100 juta hingga Rp1 miliar bagi pelanggaran 

dokumentasi juga mendesak untuk diterapkan. Reformasi ini bertujuan untuk 

mengamankan penerimaan negara dari skema pengurangan PKP fiktif sekaligus 

menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak yang patuh (legitimate).(Setjoatmadja, 

2021) 

C. Analisis Putusan Pengadilan Pajak  
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1. Analisis Putusan Nomor 53932/PP/M.IIIA/13/2014 

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor 53932/PP/M.IIIA/13/2014 memegang 

peranan sebagai preseden krusial dalam mengukuhkan prinsip substance over form 

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU KUP. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menolak 

klaim biaya royalti sebesar Rp930 juta yang diajukan wajib pajak sebagai 

pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

melakukan koreksi atas PPh Pasal 23 tersebut karena menemukan kekosongan 

substansi ekonomi di balik aspek formalitas transaksi. Kegagalan utama wajib pajak 

terletak pada ketidakmampuan membuktikan eksistensi aset takberwujud 

(intangible assets) yang nyata, seperti paten atau lisensi teknologi autentik, serta 

tidak adanya manfaat ekonomi konkret yang dirasakan oleh penerima royalti. 

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 4 ayat (1) UU KUP, ditegaskan 

bahwa keberadaan perjanjian lisensi secara formal tidaklah memadai tanpa 

didukung oleh esensi transfer teknologi yang mampu menghasilkan nilai tambah 

bagi bisnis. Tanpa nilai tambah tersebut, pembayaran royalti diklasifikasikan 

sebagai skema penghindaran pajak (tax avoidance) semata. Berdasarkan Pasal 18 

ayat (1) UU KUP, beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak wajib pajak, yang 

diharuskan menyajikan bukti autentik berupa dokumentasi transfer pricing, analisis 

laporan keuangan sebelum dan sesudah transaksi (pre-post transaction analysis), 

serta studi pembanding kewajaran harga pasar (arm’s length principle).(Damayani 

et al., 2025) Dalam memutus perkara ini, hakim menggunakan pendekatan 

teleologis yang sejalan dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Bukti formal 

berupa kontrak afiliasi dikesampingkan karena tidak didukung oleh analisis 

fungsional DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, 

Exploitation). 

Hakim membenarkan koreksi DJP karena transaksi tersebut gagal memenuhi 

kriteria substantif, yakni absennya bukti peningkatan pendapatan pasca-

pembayaran royalti serta ketiadaan perbandingan harga pasar yang independen. 

Implikasi normatif dari putusan ini memperkuat yurisprudensi Pengadilan Pajak 

dalam membendung praktik abuse of law, di mana mayoritas kasus serupa (75%) 

pada periode 2020-2024 mengikuti pola penolakan yang sama. Fenomena ini 
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semakin menegaskan urgensi amandemen PMK 213/PMK.03/2016 agar 

menyertakan uji substansi (substance test) wajib demi terciptanya harmonisasi 

dengan Pasal 18 UU KUP dan keadilan fiskal nasional.(Rachman et al., 2024) 

2. Analisis Putusan Banding Transfer Pricing (Studi IPB 2024) 

Hasil tinjauan terhadap tiga putusan sengketa transfer pricing dalam studi 

IPB (2024) memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan prinsip substance 

over form berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU KUP. Dalam kasus-kasus tersebut, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan koreksi terhadap biaya royalti afiliasi 

yang dinilai berada di luar rentang kewajaran (arm’s length range). Majelis Hakim 

menguatkan koreksi tersebut dan menolak pengakuan royalti sebagai pengurang 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) karena dokumentasi harga transfer (TP Doc) wajib 

pajak dianggap tidak memadai. Kegagalan ini mencakup ketidakpatuhan terhadap 

standar Master File dan Local File sebagaimana diatur dalam PMK No. 

22/PMK.03/2020, serta penggunaan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) 

yang tidak didukung oleh data pembanding (benchmarking) independen yang valid. 

 

Prioritas substansi ekonomi di atas bentuk formalitas perjanjian ditegaskan melalui 

pendekatan sistematis. Meskipun wajib pajak memiliki kontrak lisensi secara legal, 

hakim lebih mengutamakan pengujian terhadap esensi ekonomi transaksi. 

Pengujian tersebut meliputi kewajaran harga pasar serta analisis manfaat melalui 

kerangka DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, 

Exploitation), selaras dengan standar internasional OECD BEPS Action 8-10 yang 

diadaptasi dalam PER-25/PJ/2018. Karena wajib pajak gagal membuktikan bahwa 

nilai royalti mencerminkan harga pasar independen, transaksi tersebut 

diklasifikasikan sebagai skema pengurangan PKP fiktif yang melanggar Pasal 18 

ayat (1) UU KUP terkait kewajiban penyediaan alat bukti autentik.(Rahmadani et 

al., 2024) 

Secara yuridis, putusan ini memperkaya yurisprudensi dengan menegaskan 

bahwa keberadaan dokumentasi formal tidak akan diakui tanpa adanya uji substansi 

(substance test). Dampak dari preseden ini terlihat pada 80% kasus serupa di 

periode 2020-2024 yang cenderung menghasilkan putusan penolakan atas dasar 
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yang sama. Hal ini semakin memperjelas kelemahan PMK No. 213/PMK.03/2016 

yang belum memuat kriteria analisis DEMPE secara spesifik untuk royalti. Kondisi 

tersebut mendorong urgensi harmonisasi normatif guna menjamin kepastian hukum 

serta efektivitas pencegahan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) di 

lingkungan Pengadilan Pajak.(Bahri Yamin, 2025) 

3. Analisis Putusan TMMIN (Studi Jurnal Akuntansi dan Pajak 2024) 

Analisis terhadap putusan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

(TMMIN) dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak (2024) menjadi studi kasus 

paradigmatik mengenai implementasi prinsip substance over form berdasarkan 

Pasal 4 ayat (1) UU KUP. Dalam sengketa ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

mengoreksi biaya royalti TMMIN karena dinilai tidak wajar dan terindikasi sebagai 

pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang fiktif. Inti sengketa terletak pada 

perbedaan interpretasi transfer pricing: DJP menilai besaran royalti melampaui 

rentang kewajaran (arm's length range) berdasarkan metode Transactional Net 

Margin Method (TNMM), sementara Majelis Hakim menitikberatkan pengujian 

pada esensi ekonomi melalui bukti transfer teknologi nyata dan manfaat substantif 

bagi operasional manufaktur.(Ifan Van HAreldoo, 2025) 

Dalam pertimbangannya, Hakim memprioritaskan substansi di atas 

formalitas perjanjian lisensi dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UU KUP. Hal 

ini menuntut wajib pajak untuk menyajikan dokumentasi harga transfer (Master 

File dan Local File sesuai PMK 22/PMK.03/2020) yang secara spesifik mampu 

membuktikan kontribusi aset takberwujud terhadap peningkatan volume produksi 

dan pendapatan perusahaan. Pengadilan akhirnya membatalkan sebagian koreksi 

DJP namun tetap menolak sebagian lainnya karena TMMIN dianggap gagal 

menyajikan analisis DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, 

Protection, Exploitation) secara komprehensif, sebagaimana dipersyaratkan dalam 

OECD BEPS Action 8-10 dan Pasal 5 PER-25/PJ/2018. 

Pendekatan teleologis terhadap Pasal 4 ayat (1) UU KUP dalam putusan ini 

menegaskan bahwa suatu transaksi dapat diklasifikasikan sebagai praktik abuse of 

law apabila hanya berfungsi sebagai desain fiskal tanpa disertai nilai ekonomi yang 

nyata. Secara normatif, putusan TMMIN memperkuat urgensi amandemen PMK 
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213/PMK.03/2016 untuk memasukkan kriteria DEMPE sebagai standar wajib 

dalam verifikasi royalti. Langkah harmonisasi antara prinsip internasional dan 

hukum nasional ini sangat krusial untuk menjaga konsistensi putusan di Pengadilan 

Pajak—yang telah memengaruhi 75% kasus serupa pada periode 2020-2024—

sekaligus melindungi penerimaan negara tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi 

wajib pajak yang patuh (legitimate).(Arifin et al., 2025) 

D. Rekomendasi Harmonisasi Normatif 

Harmonisasi normatif antara prinsip substance over form dalam Pasal 4 ayat 

(1) UU KUP dengan PMK No. 213/PMK.03/2016 merupakan langkah krusial 

untuk mengatasi inkonsistensi pembuktian biaya royalti di Pengadilan Pajak. 

Analisis terhadap berbagai putusan pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa 

80% penolakan klaim biaya royalti disebabkan oleh lemahnya kriteria substantif 

yang dimiliki wajib pajak. Guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan fiskal, 

makalah ini merumuskan empat rekomendasi strategis: 

1. Amandemen Regulasi Teknis (PMK 213/2016) Diperlukan penambahan pasal 

baru (Pasal 4a) yang secara eksplisit mengatur kewajiban uji substansi (substance 

test) bagi transaksi royalti. Regulasi ini harus mensyaratkan bukti analisis 

fungsional DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, 

Exploitation), bukti fisik transfer teknologi (seperti kode sumber perangkat lunak 

atau dokumen paten), serta studi pembanding kewajaran harga pasar (arm’s length 

principle) yang selaras dengan standar OECD BEPS Action 8-10 dan PMK No. 

22/PMK.03/2020. 

2. Penguatan Sanksi Administratif Mengacu pada mandat Pasal 18 ayat (1) UU 

KUP, pemerintah perlu memberlakukan sanksi administratif yang lebih tegas—

berkisar antara Rp100 juta hingga Rp1 miliar—bagi wajib pajak yang gagal 

menyajikan dokumen harga transfer (TP Doc) secara memadai. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah praktik abuse of law dan meminimalkan skema royalti fiktif yang 

merugikan negara. 

3. Peningkatan Kompetensi Hakim Pajak Penyelenggaraan pelatihan khusus bagi 

hakim pajak berbasis PER-25/PJ/2018 sangat mendesak untuk dilakukan. Pelatihan 

ini harus berfokus pada modul interpretasi hukum secara gramatikal dan teleologis 
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guna mengurangi disparitas atau variasi putusan dalam sengketa transfer pricing, 

seperti yang terlihat pada preseden kasus TMMIN (2024). 

4. Digitalisasi Sistem Verifikasi Pemerintah disarankan membangun ekosistem 

digital melalui portal e-TP Doc yang terintegrasi dengan basis data yurisprudensi. 

Digitalisasi ini akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pengadilan 

Pajak dalam melakukan triangulasi bukti autentik secara lebih akurat dan 

transparan.(Supanto et al., 2023) 

Implementasi dari rangkaian rekomendasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan 

kepastian hukum sekaligus melindungi penerimaan negara (APBN) dari potensi 

kehilangan pajak akibat royalti fiktif yang diperkirakan mencapai Rp50–100 miliar 

per tahun. Lebih jauh, harmonisasi ini menjadi kontribusi ilmiah yang penting bagi 

reformasi perpajakan nasional dalam mewujudkan keadilan fiskal sesuai amanat 

Pasal 23A UUD 1945. 

KESIMPULAN 

Kesenjangan Normatif pada PMK 213/2016 Di sisi lain, PMK No. 

213/PMK.03/2016 dinilai belum memadai dalam mendukung prinsip tersebut 

karena belum memuat parameter substance test yang rigid dan analisis fungsional 

DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation). 

Keterbatasan ini memicu inkonsistensi interpretasi di tingkat hakim serta membuka 

celah praktik abuse of law. Kondisi ini sangat kontras dengan standar internasional 

OECD BEPS Action 8-10 yang sebenarnya telah mulai diintegrasikan melalui 

regulasi lain seperti PMK No. 22/PMK.03/2020. 

Arah Harmonisasi dan Reformasi Guna menciptakan kepastian hukum, 

diperlukan harmonisasi normatif melalui amandemen PMK yang mewajibkan uji 

substansi, penguatan sanksi administratif, serta peningkatan kompetensi hakim 

pajak dalam menginterpretasikan esensi ekonomi transaksi. Langkah reformasi ini 

krusial untuk melindungi postur APBN dari skema penghindaran pajak (tax 

avoidance) sekaligus menjamin perlakuan adil bagi royalti yang sah (legitimate) 

sesuai dengan amanah konstitusional Pasal 23A UUD 1945. 
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